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KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG MASIH DALAM SENGKETA 
 
Hak milik atas tanah dapat beralih dengan cara pewarisan atau dengan cara pemindahan 
hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang mana pemindahan hak tersebut dilakukan 
dengan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan didaftarkan pada kantor agraria atau kantor 
pertanahan kabupaten/kotamadya yang bersangkutan (Pasal 10 UURS). Peralihan hak dengan 
pewarisan adalah peralihan hak yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pewaris, 
sedangkan pemindahan hak atas tanah dapat terjadi dengan jual beli, tukar menukar, dan hibah. 
Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua 
belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli.Dalam rangka pendaftaran 
pemindahan hak, maka syarat formil jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang 
dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta yang dibuat oleh PPAT 
tersebut merupakan atau dikualifikasikan sebagai akta otentik. Dengan dibuatkan akta jual beli 
oleh PPAT maka pada saat itu terjadi pemindahan hak atas tanah dari pemegang haknya sebagai 
penjual kepada pihak lain sebagai pembeli. Namun, pemindahan hak tersebut hanyalah diketahui 
oleh kedua belah pihak,. Agar pihak ketiga mengetahuinya, maka jual beli tersebut harus 
didaftarkan ke kantor pertanahan setempat karena pendaftaran tanah mempunyai sifat terbuka. 
Keabsahan jual beli tanah yang masih dalam sengketa tentusaja hal tersebut tidak dibenarkan dan 
dapat dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat formalitas jual beli itu sendiri 
serta tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu 
adanya itikad baik. 
 







VALIDITY SALE LAND STILL IN DISPUTE 
 
The ownership of the land can be switched by way of inheritance or by means of transfer in 
accordance with applicable law, in which the transfer is made by deed land deed official (PPAT) 
and registered with the Office of agrarian or land office districts / municipalities concerned 
(Article 10 UURS). Transfer of right to inheritance is a transfer of rights that occur because of 
the law with the death of the testator, while the transfer of land rights can occur with the sale and 
purchase, exchange, and grants. The realization of the purchase agreement is a series of rights 
and obligations of both parties, who promised each other, ie the seller and the pembeli.Dalam 
order of registration of transfer of rights, the conditions of the formal sale and purchase of land 
rights must be proven by deed made by and in front of the Land Deed official (PPAT). PPAT 
deed made by such constitute or qualify as an authentic deed. With the deed of sale made by 
PPAT then at the time of transfer of land rights of the rights holder as a seller to another party as 
a buyer. However, the assignment is only known by both parties ,. So that third parties know, the 
purchase must be registered with the local land office for the registration of land has an open 
nature. Validity of buying and selling land is still in dispute tentusaja it is not justifiable and can 
be declared null and void, because it does not meet the formal requirements for the purchase 
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1. Dalam Prosedur kepemilikan tanah utamanya melalui jual beli, tentu saja terdapat Syarat 
formil  yang meliputi formalitas transaksi jual beli tersebut. Formalitas tersebut meliputi akta 
yang menjadi bukti perjanjian jual beli serta pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. 
Dalam rangka pendaftaran pemindahan hak, maka syarat formil jual beli hak atas tanah harus 
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut merupakan atau dikualifikasikan sebagai akta 
otentik. 
Syarat formil dalam jual beli harus dibuktikan dengan akta PPAT. Dengan dibuatkan akta 
jual beli oleh PPAT maka pada saat itu terjadi pemindahan hak atas tanah dari pemegang 
haknya sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli. Namun, pemindahan hak tersebut 
hanyalah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), sementara pihak ketiga 
tidak mengetahui tentang adanya jual beli tersebut. Agar pihak ketiga mengetahuinya, maka 
jual beli tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat karena pendaftaran tanah 
mempunyai sifat terbuka. 
2. Keabsahan jual beli tanah yang masih dalam sengketa tentusaja hal tersebut tidak dibenarkan 
dan dapat dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat formalitas jual beli 
itu sendiri serta tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 
KUHPerdata yaitu adanya itikad baik, sebelum melakukan Proses Jual beli Tanah hendaknya 
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